
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 
Peraturan Mcntcri Dalam Ncgeri RepubJik Indonesia 
Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pcrencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Dacrah, Serta Tata Cara Perubaban Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rnaka perlu 
disusun suatu peraturan yang mengat.ur tentang 
petunjuk teknis penyusuna.n Rerrstra Perangkat 
Daerah clan Renja Perangkat Daerah; 

b. bahwa untuk pcncapaian prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah, perlu sinergi pcrcncanaan 
pernbangunan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a clan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pctunjuk 
Tcknis dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah clan Rencana Kerja 
Perangkat Daer ah; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun l 945; 

2. Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950 tentang 
Pcmbentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
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Menirnbang 

PETUNJUK TEKNIS DAN PEL'\KSANMN PENYUSUNAN DOKUMEN 
RENCANA STRATEGIS PERANGK.AT DAERAH DAN RENC/\NA KERJA 

PERANGKAT DAERAH 

TENT ANG 
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NOMOR lte Ti\HUN 2018 
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tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemcrintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia 'Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II 
Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381 ); 

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evalu asi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serca 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pernerintah 
Daerah; 

2004 Tahun 25 

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nornor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Bcsar dan Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 

Memperhatikan 



Pasal 2 
Kedudukan Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen 
Rencana Stratcgis Perangkar Daerah dan Rencana Kcrja Perangkat Daerah 
adalah sebagai panduan operasional dalam penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah dan Renja Perangkat Dacrah. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Dacrah adalah dokumen pcrcncanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 [satu] tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen pcrencanaan daerah uncuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan kepala daerah. 

9. Rencana Pcmbangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemcrintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

dan mengoordinasikan 
pelaksanaan rcncana 

Perangkai Dacrah yang melaksanakan tugas 
penyusunan, pengendalian, dan cvaluasi 
pernbangunan Daerah. 

6. Rencana Strarcgis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Pasal I 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan; 
2. Walikota adalah Walikora Pekalongan; 
3. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Kata Pekalongan; 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 

dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah; 

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengernbangan Daerah 
atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
DAN PELAKSANAAN PEXYUSUNAN DOKUMEN 
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAN 
RENCANJ\ KERJA PERANGKAT DAERAI-f. 

Menetapkan 



Pasal 7 
Pcnyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 6 mencakup: 
l. analisis gambaran pelayanan; 
2. analisis permasalahan; 
3. penelaahan dokurnen perencanaan lainnya; 

Pasal 6 
Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan bersamaan dengan penyusunan 
rancangan awal RPJMD. 

Pasal 5 
Persiapan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf a, rneliputi: 
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan 

tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; 
b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; 
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan 
ct. penyiapan data dan informasi perencanaan pernbangunan Daerah 

berdasarkan Sistem Informasi Perangkat Daerah. 

Bagian Ketiga 
Periyuaunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah 

Bagian Kedua 
Persiapan Penyusunan Renstra 

Pasal 4 
Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: 
a. persiapan penyusunan; 
b. penyusunan rancangan awal; 
c. penyusunan rancangan; 
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 
e. perumusan rancangan akhir; dan 
f. penetapan. 

Bagian Kcsatu 
Umum 

BABIV 
TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

BAB lII 
RUANO LINGKUP 

Pasal 3 
Ruang lingkup Pctunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen 
Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah terdiri dari: 
a. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD); 
b. Penyusunan Renja Perangkat Daeran (Renja PD). 



Bagian Keempat 
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 

Pasal 9 
(1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempumakan 

rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat cdaran 
Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, 

(2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibahas dalam forum Perangkat Daerab /Iintas Pcrangkat Daerab. 

(3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah 
sebagairnana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara. 

(4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Bertta 
Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(SJ Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat 
(4) disajikan dengan sistematika sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8. 

Pasal 10 
(1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (5) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala 
BAPPEDA untuk diverifikasi clan dijadikan sebagai bahan masukan dalam 
penyernpurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. 

(2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah 
pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. 

4. analisis isu strategis; 
5. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran 

dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; 
6. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai 

tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan 
7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, 

lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan 
Perangkat. Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan 
pagu indikatif dalarn rancangan awal RPJMD. 

Pasal 8 
Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 7, disajikan dengan sisternatika paling sedikit rnernuat: 
a. pendahuluan; 
b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 
c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; 
d. tujuan dan sasaran; 
e. strategi dan arah kebijakan; 
f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan; 
g. kinerja penyelcnggaraan bidang urusan; dan 
h. periutup. 



Pasal 14 
(1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan BAPPEDA. 

(2) Forum Perangkat Daerah /Iintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan 
tugas dan fungsi Perangkat Dacrah. 

(3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
ayat (J) bertujuan untuk rnemperoleh masukan dalarn rangka penajaman 
target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelornpok 
sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9. 

(4) Forum Perangkat Daerah j lintas Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud 
ayat (1) dilaksanakan paling lam bat 2 (dua) minggu setelah surat edaran 
Kepala Daerah sebagaimana climaksud clalam Pasal 9 ayat (1) diterima. 

Pasal 15 
Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah 
dirurnuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 11 
(1) BAPPEDA melakukari verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat 

Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 
(2) Verifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 

rnernastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan 
rancangan awal RPJMD dan rnengakomodir hasil Berita Acara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). 

Pasal 12 
(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

diterriukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyarnpaikan saran clan 
rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah 
kepada Perangkat Daerah. 

(2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat 
Daerah. 

(3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disarnpaikan kembali oleh kepala 
Perangkat Daerah kepada kepala SAPPED!\. 

Pasal 13 
Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daeruh sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12, disampaikan paling larnbat 2 (dua] minggu setelah 
penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah. 

Bagian Kelirna 
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ 

Lintas Perangkai Daerah 



Bagian Keenam 
Perurnusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 

Pasal 16 
(1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), rnerupakan proses penyempurnaan 
rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra 
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. 

(2) Perurnusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah 
kebijakan, program clan kegiatan Perangkat Daerah berd asarkan strategi, 
arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalarn 
Peraturan Daerah tentang RPJMD. 

(3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kota disajikan dengan 
sistematika sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8. 

Bagian Ketujuh 
Penetapan Renstra Perangkat Daerah 

Pasal 17 
(J) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (3), disarnpaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala 
BAPPEDA untuk diverifikasi. 

(2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1), disampaikan paling lambat l (satu] minggu setelah Peraturan 
Daerah tentang RPJMD ditetapkan. 

Pasal 18 
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus dapat 

menjamin tujuan, saaaran, strategi, arah kebijakan, program, clan kegiatan 
Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan 
Peraturan Dacrah tentang RPJMD. 

(2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), diternukan 
ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan sarun dan rckomendasi untuk 
penyernpurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada 
Perangkat Daerah. 

(3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra 
Perangkat Daerah. 

(4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disernpurnakan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kernbali oleh kcpala 
Perangkat Daerah kepada kepala BAPPE:DA untuk dilakukan proses 
penetapan Renstra Perangkat Daerah. 

Pasal 9 ayat (3) dan ditanclatangani oleh urisur yang mewakili pemangku 
kepentingan yang menghadiri Forum Pcrangkat Daerah/lint.as Perangkat 
Daerah. 



Pasal 23 
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi: 
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan 

tim penyusun Renja Perangkat Daerah; 
b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; 

. c. pcnyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan 
d. pcnyiapan data dan informasi perericanaan pernbangunan Daerah 

berdasarkan SIPD. 

Bagian Kedua 
Peraiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

Pasal 22 
Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: 
a. persiapan penyusunan; 
b. penyusunan rancangan awal; 
c. penyusunan rancangan 
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 
e. perurnusan rancangan akhir; dan 
r. penetapan. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABV 
TATA CARA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAER.AH 

Pasal 20 
(1) BAPPEDA rnenyarnpaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah 

yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 19 kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota. 

(2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. 

Pasal 21 
Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dcngan Peraturan Walikota 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 ayat (1) menjadi pedoman kepala 
Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan awal Renja Perangkat Dacrah 
dan digunakan sebagai bahan pcnyusunan rancangan RKPD. 

Pasal 19 
Verifikasi rancangan akhir Rcnstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian 
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal l 7 ayat (2). 



Bagian Keempat 
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah 

Pasal 28 
(1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (3) mcrupakan proses penyempurnaan rancangan 
awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah 
tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. 

Pasal 27 
Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 26, disajikan dengan sistematika paling sedikit 
rnemuat: 
a. pendahuluan; 
b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; 
c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; 
d. rencana kerja clan pendanaan Perangkat Daerah: dan 
e. penutup. 

Pasal 26 
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24, mencakup: 
1. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan 
2. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. 

Pasal 25 
(1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara 
program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan 
maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan 
Renstra Perangkat Daerah. 

(2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu 
dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 24 ayat (2), bertujuan untuk 
memastikan bahwa rurnusan kegiatan alterriatif dan/atau kegiatan baru 
yang disusun dalarn rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan 
dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rcnstra Perangkat Daerah. 

Bagian Ketiga 
Penyusunan Rancangan Awai Renja Perangkat Daerah 

Pasal 24 
(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, paling lambat minggu 
pertama bulan Dcsember. 

(2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah harus berpedoman 
pacla Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat 
Daerah tahun lalu, clan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 
berjalan. 



(2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1), mencakup perurnusari rencana program, kegiatan, 
indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kcgiatan dan kelompok 
sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, 
pendanaan indikatif, lokasi kcgiatan dan kelompok sasaran pada 
rancangan awal RKPD. 

(3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibahas dan disempurnakan dalarn forum perangkat Daerah/lintas 
perangkat Daerah. 

(4) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagairnana 
dimaksud daJam Pasal 25 ayat (2) diajukan kepala Perangkat Daerah 
kepada kepala BAPPEDA dalarn forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat 
Daerah. 

(5) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disajikan dengan sisternatika sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 27. 

Pasal 29 
(1) Rancangan Renja Perangkat Dacrah kabupaten/kota sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disarnpaikan kepada Kepala BAPPEDA 
kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan 
penyernpurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. 

(2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) 
disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. 

Pasal 30 
(1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhaclap rancangan Renja Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 29 ayat (1). 
(2) Verifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin 

rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal 
RKPD. 

(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), 
diternukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA rnenyampaikan 
saran clan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat 
Daerah kepada Perangkat Daerah. 

(4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyernpurnakan 
Rancangan Renja Perangkat Daerah. 

(5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) clisampaikan kcmbali oleh kepala 
Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA. 

Pasal 31 
Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 paling lam bat 2 (dua) minggu setelah penyarnpaian rancangan Renja 
Perangkat Dacrah kepada BAPPEDA sebagairnana dimaksud dalam Pasal 29. 



Bagian Ketujuh 
Pcnetapan Renja Perangkat Daerah 

Pasal 35 
(1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat (3), disampaikan kcpala Perangkat Daerah kepada kepala 
BAPPEDA untuk diverifikasi. 

Bagian Keenarn 
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah 

Pasal 34 
(1) Perurnusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), merupakan proses penyempurnaan 
rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja 
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota tentang RKPD. 

(2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pacla ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan 
dan pagu inclikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan 
pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RKPD. 

(3) Rancanga.n akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disajikan clcngan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

Pasal 32 
(1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (3) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan BAPPEDA. 

(2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihadiri oleh pernangku kepentingan yang terkait dengan 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

(3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan scbagairnana dimaksud pada 
ayat (1), bertujuan unruk mernperoleh masukan dalam rangka penajaman 
target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kclompok sasaran 
dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. 

(4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling 
lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Walikota sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 28 ayat fl) diterirna. 

Pasal 33 
Hasil pernbahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum 
Perangkat Daerah/lintas Pera.ngkat Daerah sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 32 ayat (3), dirurnuskan dalam berita acara kesepakatan dan 
ditandatangani oleh unsur yang mewakili pernangku kepentingan yang 
menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. 



Bagian Kesatu 
Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah 

Pasal 40 
(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terjadi 

perubahan RPJ.MD yang menyebabkan terjadinya perubahan tujuan, 
sasaran , program, kegiatan dan target kinerja Perangkat Daerah. 

BAB VII 
TATA CARA PERUBAHAN RENSTRA DAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 39 
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 38 ayat (1) 
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat 
Daerah. 

(2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan 
Walikot.a tentang RKPD ditetapkan. 

Pasal 36 
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), harus dapat 

rnenjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah 
selaras clcngan Peraturan Walikota tentang RKPD dan Renja Perangkat 
Daerah lainnya. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan 
ha! yang perlu discmpurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran clan 
rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah 
kepada Perangkat Daerah. 

(3) Berd asarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
kepala Perangkat Dacrah menyernpurnakan rancangan akhir Renja 
Perangkat Daerah. 

(4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala 
Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA. 

Pasal 37 
Verifikasi selurun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling Iambat 2 (clua) 
minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). 

Pasal 38 
(I) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
kepada Kepala Daerah rnelalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan 
Peraturan W alikota. 

(2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), 
paling larnbat I [satu] bulan setelah Peraturan Walikota tentang RKPD 
ditetapkan. 



Pasal 43 
(l) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 42 ayat (3), terdiri atas: 
a. Perurnusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan 
b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. 

(2) Perumuaan rancangan Renja Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud 
pada ayat {1) huruf a, mencakup: 
a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 
b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

sarnpai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan 

Bagian Ketiga 
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

Pasal 42 
(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat 

Daerah. 
(2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan 

setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang 
Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. 

(3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada: 
a. Rancangan Perubahan RKPD; dan 
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sarnpai 

dengan Triwulan II Tahun berkenaan. 

Daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkcnaan; dan/atau 
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 
(2) Dalarn hal terjadi penambahan kegiatan baru harus mendapat persetujuan 

dari Kcpala Dacrah mclalui Kepala Bappeda. 
(3) Periarnbahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat 

terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar 
biasa, dan pcrintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
sctclah Rcnja ditctapkan. 

prioritas 
keuangan 

(1) Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil 
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan a surnsi 

pembangunan Daera h, kerangka ekonomi Dae rah dan 

(2) Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 21 berlaku mutatis mutandis terhadap 
tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

Pasal 41 



Bagian Ketiga 
Penyusunan Rancangan Akhir Perub ahan Renja 

Perangkat Daerah 

Pasal 45 
(1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi 

rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. 

(2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disajikan clengan sistematika sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3). 

(3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah 
diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala 
Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. 

Pasal46 
(1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 45 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah 
melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. 

(2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua] minggu setelah 
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. 

Pasal 47 
( 1) 81\PPE:DA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan 

Renja Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). 
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), bertujuan untuk 

memastikan rancangan akhir Perubahari Renja Perangkat Daerah telah 
selaras clcngan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. 

Pasal44 
(1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah rnelalui 
BAPPEDi\ untuk diverifikasi. 

(2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Dacrah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah 
surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan 
Renja Perangkat Daerah. 

c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah. 

(3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 
a. pendahuJuan; 
b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; 
c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan 
d. penutup. 



ACHFUDZ 

Pasal 52 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal i. Juni 2018 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

(3) Apabila hasil verifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diternukan 
ketidaksesuaian, BAPPEDA mcnyampaikan saran dan rekomendasi untuk 
penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Dacrah 
kepada Perangkat Daerah. 

(4) Berdasarkan saran dan rekornendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan 
Renja Perangkat Daerah. 

(5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah clisempurnakan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), disampaikan kernbali oleh kepala 
Perangkat Daerah kepada kepala BAPP8DA. 

Pasal 48 
Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 
dimak sud dalam Pasal 47 paling lambat 3 (tiga) minggu sctelah Peraturan 
Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. 

Bagian Kcempat 
Penctapan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

Pasal 49 
(1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rcnja 

Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 kepada Kepala Daerah mclalui Sekretaris Daerah untuk 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

(2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat l (satu) bulan setelah 
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. 

Pasal 50 
Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menjadi pedoman 
Perangkat Daerah dalarn rncnyusun perubahan RKA Perangkat Daerah. 


